Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);
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Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1308);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

NN

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro.

. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro.



6.

e

(1)

(2)

(1)

= 5 =

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya
disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan
bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawabhi:
1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik, membawahi:
1) Sub Koordinator Pranata Humas Ahli Muda;
2) Sub Koordinator Pranata Humas Ahli Muda; dan
3) Sub Koordinator Pranata Humas Ahli Muda.
d.Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
membawabhi:
1) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
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2) Sub Koordinator Pranata Komputer Ahli Muda;
dan
3) Sub Koordinator Pranata Komputer Ahli Muda.
e. Bidang Layanan E-Government, membawahi:
1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
2) Sub Koordinator Manggala Informatika Ahli
Muda; dan
3) Sub Koordinator Manggala Informatika Ahli
Muda.
f. UPTD.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik
dan bidang Persandian dan tugas pembantuan.

(2) Dinas  Komunikasi dan  Informatika  dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang  Statistik dan  bidang
Persandian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang Statisttk dan bidang
Persandian;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan
bidang Persandian;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang
Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan
bidang Persandian; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan dan

mengendalikan  kegiatan  administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program

dan laporan serta keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai

fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan,;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan urusan rumah tangga;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran dan produk hukum daerah;

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang;

h. pengelolaan kearsipan dinas;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi
dan tata laksana; dan

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan
dan rumah tangga;

b. melaksanakan pengelolaan wurusan tata usaha
surat menyurat dan kearsipan;
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. melaksanakan pengelolaan tata usaha

kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
pegawai, buku induk pegawai, mutasi,
pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan
karir dan pensiun pegawai;

. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan

perencanaan pegawai;

. melaksanakan penyusunan administrasi serta

evaluasi kepegawaian;

menyelenggarakan usaha peningkatan mutu
pengetahuan dan disiplin pegawai;

. melaksanakan pengelolaan data; dan
.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a.

b.

c.

melaksanakan penghimpunan dan pengolahan
bahan-bahan untuk menyusun anggaran;

menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan
dan pembukuan realisasi APBD;

. melaksanakan perhitungan anggaran dan

verifikasi;

. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji

pegawai;
mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas,
alat tulis kantor serta makanan dan minuman;

. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

di bidang keuangan; dan

.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 7

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan

mengoordinasikan  kegiatan di lingkup Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
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(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan
di bidang pelayanan informasi publik, pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Daerah, pengelolaan informasi publik untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di Kabupaten;

b. pelaksanaan  persiapan  bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan informasi publik,
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi publik
untuk mendukung Kkebijakan nasional dan
Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di Kabupaten;

c. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang pelayanan informasi publik, pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Daerah, pengelolaan informasi publik untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di Kabupaten;

d. pelaksanaan persiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan informasi publik, pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah,
pengelolaan informasi publik untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di Kabupaten;
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e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan informasi publik, pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Daerah, pengelolaan informasi publik untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di Kabupaten; dan

f. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengoordinasikan  kegiatan di lingkup bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan
di bidang layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
layanan keamanan informasi E-Government dan
persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah,
layanan infrastuktur dasar data center, disaster
recovery center dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi, layanan keamanan informasi

E-Government dan persandian untuk pengamanan
informasi Pemerintah Daerah;
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c. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
layanan keamanan informasi E-Government dan
persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan persiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah, layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan
informasi E-Government dan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
layanan keamanan informasi E-Government dan
persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian,
mempunyai tugas:

a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi promosi keamanan
informasi PD dan Instansi lain;

b. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi layanan filtering konten
negatif;
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. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelayanan monitoring
trafik elektronik;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelayanan penanganan
insiden keamanan data dan informasi;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelayanan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
keamanan informasi;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelayanan internet sehat,
kreatif, inovatif dan produktif;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelayanan bimbingan
teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh
aparatur pemerintahan;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pengawasan
penyelenggaraan persandian untuk keamanan
informasi internal;

j. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan,
pemanfaatan dan pengembangan sumber daya
manusia sandi, materiil sandi dan jaring
komunikasi sandi;

. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pengelolaan dan
pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan
infrastruktur persandian untuk pengamanan
informasi dengan berpedoman pada peraturan yang
telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;

. melaksanakan konsep dan evaluasi pola hubungan
komunikasi sandi;

. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
penunjang terkait dengan Keamanan Informasi dan
Persandian; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Bidang Layanan E-Government

Pasal 11

(1) Bidang Layanan E-Government, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan
kegiatan di lingkup Bidang Layanan E-Government.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan
E-Government, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan persiapan bahan rumusan kebijakan
di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, Penyelenggaraan  Ekosistem
Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, Penyelenggaraan Government Chief
Information  Officer di Pemerintah Daerah,
Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan
Masyarakat serta statistik sektoral lingkup
Kabupaten;

b. pelaksanaan  persiapan bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan
Suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, Penyelenggaraan
Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain
bagi lembaga, layanan manajemen data dan
informasi e-Government, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer di Pemerintah
Daerah, Pengembangan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan
Masyarakat serta statistik sektoral lingkup
Kabupaten;

c. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem
Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, Penyelenggaraan Government Chief
Information  Officer di Pemerintah Daerah,
Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan
Masyarakat serta statistik sektoral lingkup
Kabupaten;
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d. pelaksanaan persiapan bahan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan,
Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi
dan Komunikasi Smart City, Layanan Nama
domain dan sub domain bagi lembaga, layanan
manajemen data dan informasi e-Government,
Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer di Pemerintah Daerah, Pengembangan
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta statistik
sektoral lingkup Kabupaten;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, Penyelenggaraan Ekosistem
Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, Penyelenggaraan Government Chief
Information di Pemerintah Daerah, Pengembangan
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta statistik
sektoral lingkup Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan pengumpulan, verifikasi, klasifikasi,
pengolahan dan penyediaan data dan informasi
bagi seluruh PD dan instansi lainnya;

b. melaksanakan penyimpanan data audio visual;

c. melaksanakan layanan penetapan standar format
data dan informasi;

d. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem
informasi pemerintahan dan sistem informasi
publik;

€. menyusun konsep pengembangan layanan portal
data dan informasi;

f. melaksanakan persiapan bahan penyusunan
konsep pengembangan metodelogi survei,
diseminasi statistik dan sistem informasi;
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g melaksanakan persiapan bahan penyusunan
program kerja tahunan statistik sektoral;

h. menyusun rencana pelaksanaan survei statistik
sektoral;

i. melaksanakan survei statistik sektoral;

j. menghimpun hasil survei bidang politik;

k. melaksanakan analisis dan mengkaji ulang data
hasil survei;

l. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
penunjang terkait dengan pengelolaan data dan
statistik; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Layanan E-Government terkait
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD

Pasal 13

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f adalah unsur pelaksana teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.

(3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai
dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g
dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 bertugas membantu pejabat Administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator sebagaimana ayat (2) ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan
Pejabat yang Berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Sub Koordinator, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(S) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan wuntuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika diisi oleh pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas pada Perangkat
Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika harus memenuhi kompetensi
pemerintahan.

(S) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan

pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan
dengan sertifikasi.
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Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan  struktural atau manajemen dan
pengalaman kepemimpinan.

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud

(@)

(9)

(1)

)

pada ayat (3) huruf ¢ diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang terkait dengan
kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah
Pusat dengan daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, hubungan
Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam  hal pengangkatan dan  pelantikan
penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan
fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan
Dinas tetap berpedoman pada Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro beserta petunjuk
pelaksanaannya sampai dengan ditetapkannya
pejabat fungsional/penunjukan sub koordinator
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bojonegoro.
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU’AWANAH
Diundangkan di Bojonegoro

pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

i

Dra. UL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




100 € 608861 SO+0696

BPNJ BUILY() BUIQUI
HVNVMAV.ON VNNV EVNIQIOON SRIVD =
OQNVINO3 SRIVD =
"
aldn
‘O ODIANOrod ILVdNd OVODANOrod NALVINEVH
vanw
S — ITHV SYIWNH VIVNVdd [~
NI
VILLYNROANI . VAN FTHY o SOV NRIMOCH 08
VIVOONVIN FALNJNON VLVNVA
FOLVNIQIOOY 9nS JOLVNIQNOO 9nS
vanmn ]
F— I'THV SYIWNH VLVNV3d
JOLVNIQNOON €nS
VIILYINIOANI - VAN FIHY ||
VIVOONVIN VALNANON VLVNVIA
FOLVNIQNOO0Y 9ns JOLVNIQNOO3 €nS
MILSILV.LS NVIAONVS¥Ed NVQ Vann I
NVO VIVA NVVIOTIONEd [— ISVINNOANT NVNVINVAY I'THV SYWNH VLVNV3d
ISHAS ISYAS JOLVYNIGHOOX 9nNS
— o Sty ——
ISVIINNNOM MITENd ISVIINNNOY NVd
LNINNHIAOD- NVNVAVT | | NVQ ISVIRIOANI IDOTONNEL ISYWOANI NVVIOTIONId
DNVAId DNVAI" ONVald
VANN I'THY
NVIVPIEE SITVNVY NVONVAII zﬁ%wﬂﬂwv_
JOLVNIQYOO 9ns NVIDVE 9nS el dpdeld
T i I _ _ m
TVYNOISONNA
LVIIVIENNES _ NV.IVEV HOdWOTEH

SVNIQ VIVdEH

OYODIANOrod NILVINAVY VMILVIIOJANI NVA ISVIINAWOM SVNIA
ISVSINVOJO ANLANALS

[20T 12quasa(] O¢ TVODNV.L
120¢ NNHV.L 18 JONON
OJODINOrod ILVdNg NVINLVIAd

NVIIdAVT

I 'dIN
od




